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Abstract  

The existence of a government website is an initial milestone in the implementation of e-government 
as an official channel for the dissemination of information related to public services. However, there are still 
some OPDs that do not have an official website, such as the Samarinda City DPMPTSP which does not yet 
have a special website related to “Public Service Malls”. This is suspected to be due to the lack of competent 
human resources in managing the government's official website. Based on this, community service this time is 
intended to provide assistance to the Samarinda City DPMPTSP in terms of making the official website 
"Public Service Mall" as a form of efforts to strengthen e-government within the Samarinda City Government. 
This PkM activity is carried out using thematic assistance and training methods 
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Abstrak 

Keberadaan website pemerintah merupakan tonggak awal dari implementasi e-government 
sebagai kanal resmi bagi diseminasi informasi terkait dengan pelayanan publik. Meski demikian, masih 
terdapat beberapa OPD yang belum memiliki website resmi seperti DPMPTSP Kota Samarinda yang belum 
memiliki website khusus terkait “Mal Pelayanan Publik”. Hal ini ditengarai karena kurangnya kualitas 
sumberdaya manusia yang kompeten dalam pengelolaan website resmi pemerintah. Berdasarkan hal 
tersebut maka pengabdian kepada masyarakat kali ini ditujukan untuk memberikan asistensi kepada 
DPMPTSP Kota Samarinda dalam hal pembuatan website resmi “Mal Pelayanan Publik” sebagai bentuk 
upaya penguatan e-government di lingkup Pemerintah Kota Samarinda. Kegiatan PkM ini dilakukan dengan 
metode asistensi dan pelatihan tematik. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah terbentuknya website “Mal 
Pelayanan Publik” serta peningkatan keterampilan aparatur di DPMPTSP dalam hal pengelolaan website 
resmi. 

Kata kunci: Asistensi, Pembuatan Website, DPMPTSP Kota Samarinda

1. PENDAHULUAN  

Penetrasi penggunaan Teknologi Informasi atau Information and Communcation 
Technology (ICT) dalam kehidupan sehari-hari sudah sangat mendalam hingga hampir tak ada 
satu bidang kehidupan pun yang tidak tersentuh oleh ICT. Hal ini tidak terlepas dari manfaat 
dari penggunaan ICT dalam mempermudah urusan-urusan manusia. Oleh sebab itu abad ke 21 
ini bisa disebut pula dengan abad ICT. 

Era ICT juga ditandai dengan keterhubungan (connectedness) yang difasilitasi oleh 
jaringan internet. Keterhubungan ini membuat semua orang yang memiliki akses internet bisa 
mendapatkan informasi yang bersifat real-time melalui perangkat mereka. Kondisi yang serba 
up to date ini kemudian menghadirkan tantangan tersendiri bagi penyediaan informasi 
khususnya informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itulah pemerintah 
dituntut untuk mampu mengikuti arus perkembangan zaman yang dintandai dengan 
penggunaan ICT dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan. 

Dalam kaitannya dengan masyarakat, pemerintah sebagai penyedia layanan publik harus 
mampu untuk mengkomunikasikan kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan 
kebutuhan masyarakat melalui kanal-kanal resmi yang tersedia. Salah satu kanal resmi yang 
berfungsi sebagai media penyebaran informasi layanan publik adalah website resmi pemerintah. 
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Dalam konteks privat, suatu website menjadi instrumen vital bagi diseminasi atau 
promosi usaha, hal ini juga berlaku bagi promosi potensi daerah misalnya di bidang pariwisata 
(Ayuningtyas, Yuliani Indrianingsih, & Uyuunul Mauidzoh, 2020; Djoni, Yunis, & Ariwibowo, 
2021). Adapun dalam kaitannya dengan pemerintahan, suatu website berperan sebagai gerbang 
utama  interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam jaringan internet. Oleh sebab itu 
website resmi pemerintah wajib memiliki ciri-ciri yang merefleksikan akuntabilitas, 
keterbukaan, dan informatif.  Keberadaan website resmi pemerintah merupakan bagian dari 
impelementasi electronic government  atau biasa dikenal dengan istilah e-government/e-Gov.  

E-government sendiri merupakan konsep yang merujuk pada penggunaan ICT dalam 
melaksanakan pelayanan publik serta bisnis internal pemerintahan yang berkaitan dengan 
administrasi. Secara umum asumsi yang melekat pada e-government adalah implementasi dari 
prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, transparansi yang bermuara pada perwujudan 
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)  (United Nations, 2008).  Oleh sebab itu 
maka tidak mengherankan apabila kajian mengenai e-government ini merupakan salah satu 
kajian yang penting dalam disiplin ilmu Administrasi Publik serta disiplin lain yang serumpun 
misalnya kajian mengenai konsep dan teori e-government hingga pada komparasi 
implementasinya pada negara-negara di dunia (Aladwani, 2016; Choi, Park, Rho, & Zo, 2014; 
Elkadi, 2013; Guijarro, 2007; Schuppan, 2009; Veeramootoo, Nunkoo, & Dwivedi, 2018). 

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, website sebagai salah satu unsur 
penting dalam e-government juga menjadi titik kajian yang banyak dieksplorasi oleh para 
penstudi khususnya kajian mengenai evaluasi website (Elling, Lentz, de Jong, & van den Bergh, 
2012; Ismail & Kuppusamy, 2019; Karkin & Janssen, 2014; Venkatesh, Hoehle, & Aljafari, 2014; 
Verkijika & De Wet, 2018; Wahid, 2008). Di Indonesia sendiri kajian mengenai evaluasi website 
pemerintah baik pada level nasional dan daerah juga talah dilakukan oleh peneliti terdahulu 
yang membahas hal teknis terkait kualitas website pemerintah seperti aksesibilitas, fitur dan 
lain sebagainya (Effendi & Susanto, 2019; Irawan & Hidayat, 2020; Kurniawan, Rakhmawati, 
Abadi, Zuhri, & Sugiyanto, 2017; Masyhur, 2014; Yunita & Aprianto, 2018). 

Selain itu terdapat pula kajian yang mengaitkan antara ketersediaan serta kualitas 
website resmi pemerintah dengan ketercapaian good governance dan demokrasi (Aprilia, 
Wijaya, & Suryadi, 2014; Damanik & Purwaningsih, 2017; Kanter & Purnama, 2015; Rinaldi & 
Yuardani, 2015). Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
keberadaan website resmi pemerintah baik portal utama maupun website masing-masing 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sungguh merupakan hal yang vital dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di era ICT ini.  

Meski demikian, dalam kenyataannya masih saja terdapat beberapa OPD di Indonesia 
yang bahkan belum memiliki website resmi khususnya OPD pada pemerintah daerah di luar 
Pulau Jawa. Salah satu contohnya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. Hal ini dikarenakan kurangnya sumberdaya yang dimiliki 
oleh DPMPTSP Kota Samarinda baik sumberdaya pendanaan dan sumberdaya manusia yang 
berkompeten di bidang pembuatan dan manajemen website sebagaimana yang disampaikan 
oleh Kasi Pengolahan Data DPMPTSP Kota Samarinda (Irawan & Hidayat, 2021).  

Untuk itu penting disinggung disini mengenai konsep digital divide atau kesenjangan 
digital. Konsep itu merujuk pada akses yang tidak sama terhadap teknologi informasi dan 
adanya kesenjangan kemampuan yang dibutuhkan untuk menggunakan teknologi informasi. 
(Pérez-Morote, Pontones-Rosa, & Núñez-Chicharro, 2020; Suwana & Lily, 2017). Konsep ini 
memiliki kaitan erat dengan konsep lain yakni information literacy (literasi informasi) atau 
digital literacy yang didefinisikan sebagai kapasitas seseorang untuk menggunakan teknologi 
informasi dan komunikasi sebagai alat untuk mencapai tujuan baik itu tujuan personal maupun 
professional. (Lee, Lee, & Lee-Geiller, 2020) 

Konsep digital divide menjadi titik permasalahan ketika hal tersebut berimplikasi 
langsung terhadap keberhasilan program e-government. Permasalahan utama yang dialami oleh 
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OPD di Kota Samarinda adalah kurangnya sumberdaya yang dimiliki untuk mengelola website 
resmi dengan optimal. Pernyataan ini bisa dideduksi dari hasil riset secara nasional yang 
mengatakan bahwa digital divide di Indonesia masih merupakan masalah besar bahkan di Pulau 
Jawa yang notabene merupakan pusat pembangunan (Sujarwoto & Tampubolon, 2016).  Artinya 
ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten untuk mengatur tata kelola website resmi 
OPD di luar pulau Jawa masih bisa dibilang kurang. Oleh sebab itu maka tidak mengherankan 
apabila dalam konteks Indonesia secara umum, pembuatan website sebagai sarana diseminasi 
informasi menjadi salah satu topik yang mendapatkan perhatian akademisi untuk dijadikan 
tema pengabdian kepada masyarakat (Riki Afriansyah, 2020). 

Dengan latar belakang permasalahan tersebut maka Pengabdian Kepada Masyarakat 
pada kali ini akan diarahkan pada asistensi pembuatan website resmi “Mal Pelayanan Publik” 
DPMPTSP Kota Samarinda sebagai bentuk penguatan e-government di lingkup Pemerintah Kota 
Samarinda serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang optimal. 

 

2. METODE  

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya pada bagian pertama bahwa 
permasalahan utama yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Samarinda adalah kurangnya 
sumberdaya baik sumberdaya pendanaan maupun sumberdaya manusia yang kompeten dalam 
pengelolaan website resmi “Mal Pelayanan Publik”. Untuk lebih memahami permasalahan mitra 
PkM kali ini maka digunakanlah konsep “Digital Divide” atau kesenjangan digital yang terjadi 
antara Pulau Jawa dan Non-Jawa. Pada kasus ini kesenjangan  merujuk pada tidak meratanya 
distrbusi sumberdaya yang kompeten dan memiliki skill yang dibutuhkan untuk pengelolaan 
website resmi pemerintah yang berada di lingkup OPD di Pulau Jawa dan non-Jawa sebagaimana 
yang terjadi di DPMPTSP Kota Samarinda. 

Berangkat dari informasi tersebut maka PkM ini berupaya untuk berkontribusi dalam 
pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP dengan asistensi pembuatan website 
“Mall Pelayanan Publik” sebagai upaya penguatan e-governement di lingkup Pemerintah Kota 
Samarinda. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam PkM ini terdiri dari beberapa tahapan 
antara lain: 

1. Identifikasi permasalahan 
Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan dengan menggali informasi langsung 
dari kantor DPMPTSP Kota Samarinda yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengolahan Data, 
Bapak Syafrilian Apri, S.T. dalam wawancara dengan beliau maka ditemukan 
permasalahan terkait belum tersedianya website “Mall Pelayanan Publik” yang dimiliki 
oleh Pemerintah Kota Samarinda, khususnya DPMPTSP. 

2. Verifikasi langsung 
Tahapan ini dilakukan untuk mengecek ulang dan memastikan bahwa memang informasi 
yang diberikan oleh narasumber benar adanya. Setelah mencari dan menelusuri laman di 
internet, ternyata memang tidak tersedia website “Mall Pelayanan Publik” Kota 
Samarinda 

3. Penggalian informasi terkait dengan jenis pelayanan yang akan dimuat dalam website 
“Mall Pelayanan Publik” 
Setelah mengidentifikasi dan memverifikasi permasalahan, maka tahapan selanjutnya 
adalah penggalian informasi untuk mencri tau jenis pelayanan apa saja yang akan dimuat 
dalam website “Mall Pelayanan Publik”. Tahapan ini dilakukan dengan media daring dan 
narasumber yakni Kepala Seksi Pengolahan Data DPMPTSP memberikan informasi 
tentang jenis-jenis pelayanan yang akan dimuat dalam website. 

4. Pembuatan website menggunakan domain resmi Pemerintah Kota 
Tahapan selanjutnya adalah pembuatan website “Mall Pelayanan Publik” dengan 
memberdayakan staf DPMPTS Kota Samarinda sebagai operator sekaligus mitra untuk 
melakukan transfer ilmu terkait dengan pembuatan dan maintenance website resmi. 
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5. Evaluasi 
Terakhir dilakukan evaluasi terkait dengan asistensi pembuatan dan transfer ilmu 
terkait pengelolaan website “Mall Pelayanan Publlik” dengan melakukan pengecekan 
berkala terhadap website tersebut untuk memastikan fitur-fitur utama masih berfungsi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pelaksanaan kegiatan PkM dilakukan dengan melalui berbagai tahapan sebagaimana 
yang telah dijabarkan sebelumnya. tahapan pertama adalah tahapan identifikasi permasalahan 
dimana informasi awal terkait dengan masalah di DPMPTS Kota Samarinda dipaparkan oleh 
Kepala Seksi Pengolahan Data, Syafrilian Apri, S.T. tahapan berikutnya, tim PkM melakukan 
verifikasi dengan menelusuri internet dengan kata kunci “Mall Pelayanan Publik Kota 
Samarinda” dan tidak menemukan website yang dimaksud. Setelah itu tim PkM dan Kepala Seksi 
Pengolahan Data kembali bertemu untuk menentukan jenis-jenis pelayanan apa saja yang akan 
ditampilkan pada website yang akan dibuat. 

Pada tahapan ini dibuatlah semacam “dummy” atau sketsa dari isi bangunan website 
yang akan dibuat. Rancangan atau sketsa bangunan website ini dibuat dalam  bentuk Power 
Point (PPT) terlebih dahulu agar memudahkan tim PkM maupun pihak DPMPTSP untuk 
merubah isi konten website.  Hal ini juga berfungsi sebagai visualisasi rancangan website yang 
menjadi bahan diskusi dalam pembuatan website ini. 

 

 
 

Gambar 1. Tampilan PPT “Dummy” Website 

 
 

 
 

Gambar 2. Tampilan Isi Menu Rancangan Website 
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Pada tahapan ini Power Point rancangan website ini berisi bangunan utama website 
yang berisi jenis-jenis pelayanan, informasi denah/ruangan, alur mal pelayanan publik, 
penghargaan yang telah diterima oleh DPMPTSP Kota Samarinda, dan fitur antrian online bagi 
para pemohon perizinan. Selain itu juga disepakati untuk ditambahkan tautan-tautan lain 
seperti link ke website KPK dan slogan-slogan anti korupsi dan anti gratifikasi. Satu per satu 
fitur yang ada pada “dummy” website itu ditelaah dan didiskusikan bersama oleh tim PkM dan 
Kasi Pengolah Data DPMPTSP Kota Samarinda selama beberapa waktu antara Juli sampai 
Agustus 2021. Setelah dirasa sudah memenuhi kriteria website resmi dan informasi yang 
disampaikan juga telah diuraikan dengan jelas, maka proses pembuatan website pun segera 
dilaksanakan. DPMPTSP menunjuk salah satu staff mereka sebagai operator website “Mall 
Pelayanan Publik” sekaligus sebagai mitra yang akan diberikan asistensi serta transfer ilmu 
pengelolaan website resmi.  

Namun sebagai permulaan, tim PkM telah terlebih dahulu membuatkan kerangka dasar 
website tersebut dengan bantuan dari anggota tim yang bekerja di Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Samarinda.  

 

 
 

Gambar 3. Tampilan Website MPP DPMPSTSP Kota Samarinda 

 
 

 
 

Gambar 4. Fitur Pelayanan Website MPP DPMPSTSP Kota Samarinda 
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Gambar 5. AlurPelayanan Website MPP DPMPSTSP Kota Samarinda 

 
Setelah menyediakan framework awal dari website MPP, tim PkM melakukan asistensi 

atau pendampingan kepada operator website untuk melakukan pengisian konten secara mandiri 
serta melakukan update atau pembaharuan berkala terkait dengan informasi berita atau 
pengumuman tententu. Operator website diberikan username dan password untuk mengakses 
e-panel website MPP tersebut, dan diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana 
mengoperasikan fitur-fitur yang tersedia dalam e-panel tersebut.  

 

 
Gambar 6. E-Panel Website MPP DPMPSTSP Kota Samarinda 

 
 

 
Gambar 7.Fitur untuk merubah/mengisi konten Website 
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Untuk melakukan evaluasi terhadap asistensi dan transfer ilmu yang sudah diberikan , 
maka tim PkM secara berkala mengunjungi website Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda 
untuk meliat apakah ada terjadi perubahan ataupun permasalahan aksesibilitas yang terjadi. 
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, asistensi dan transfer ilmu yang dilakukan telah berhasil 
meningkatkan kemampuan operator website di DPMPTSP Kota Samarinda. 

4. KESIMPULAN  

Di era digital ini, keberadaan dan kehadiran pemerintah bisa diidentifikasi dari adanya 
website resmi sebagai kanal pelayanan. Meski demikian, terlepas dari kemajuan teknologi yang 
ada ternyata masih ada beberapa pemerintah daerah yang belum mampu memaksimalkan e-
government. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Samarinda, khusunya Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang ternyata masih belum memiliki 
website khusus terkait “Mall Pelayanan Publik” (MPP). 

Untuk itulah PkM ini berupaya untuk melakukan asistensi pembuatan dan pengelolaan 
website MPP yang bertujuan untuk memberikan transfer ilmu serta peningkatan kapabilitas 
operator website di kantor DPMPTSP. Berdasarkan hasil PkM, diketahui bahwa program 
asistensi dan transfer ilmu terkait pembuatan dan pengelolaan website resmi pemerintah 
berjalan dengan lancar yang bisa diverifikasi melalui evaluasi berkala yang dilakukan oleh tim 
PkM. 
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